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Bab 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan diatas, pada akhirnya penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

 1. Bahwa prosedur pemberian kredit merupakan aspek yang 

signifikan dalam menentukan layak atau tidak layaknya nasabah 

dalam memperoleh kredit. Oleh sebab itu bank tidak boleh dengan 

mudahnya memberikan kredit begitu saja, karena akan berdampak 

kredit bermasalah di kemudian hari. 

 2. Proses perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang 

penting bagi bank, oleh karena itu harus terdapat tahapan tahapan 

dalam melakukan perjanjian kredit. Perjanjian merupakan sebuah 

hubungan hukum antara bank dengan nasabah agar saling terkait 

dengan kewajibannya. 

 3. Prosedur operasional standar dalam pemberian kredit yang 

diterapkan oleh Bank Perkreditan rakyat Intan Nasional sudah baik, 

namun masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaan prosedur 

operasional standarnya.  

 

5.2. Keterbatasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu : 
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 1. Penelitian ini hanya berfokus pada prosedur operasional standar 

pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional. 

 2. Penelitian ini hanya menggunakan waktu pengamatan selama 3 

bulan. 

 3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya terdiri dari 

observasi, wawancara, dokumentasi. 

 

5.3. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk 

meningkatkan kinerja bank dalam mengelola aktivitasnya. Adapun 

saran tersebut sebagai berikut : 

 1. Dalam melakukan penilaian atau analisis terhadap suatu kredit, 

Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional Surabaya harus benar-benar 

menganalisis kredit yang akan diajukan dengan mentaati aturan atau 

prinsip-prinsip yang ada di bank. 

 2. Dalam perjanjian kredit, Bank Perkreditan Rakyat Intan 

Nasional harus tegas pada suatu perjanjian, hal ini perlu dilakukan 

agar nasabah tidak lalai dalam kewajibannya serta nmengikuti dan 

mematuhi perjanjian kredit yang telah disepakati antara bank dengan 

nasabah. 

 3. Dalam pemberian kredit sebaiknya bank tetap berpedoman pada 

prosedur operasional standar yang berlaku di bank tersebut, agar bank 

dapat mengambil kebijakan yang sehat dalam menentukan plafon 

kredit dan siapa saja yang harus diberikan kredit. Dan bank wajib 
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memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai dalam pelaksanaan 

pemberian kredit kepada nasabah sehingga masalah kredit macet dapat 

diminimalisasi. 
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